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ABSTRAK

Achmad Yusuf Setiawan. 200202110043. 2024. Efektivitas Pengawasan UPT
Perlindungan Konsumen terhadap Kewajiban Pelaku Usaha dalam
Memperdagangkan Produk Wajib SNI (Studi di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang).
Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Musataklima,
S.HI., M.S.I.

Kata kunci: Efektivitas, Pengawasan, Barang Beredar, SNI.

Perlindungan Konsumen merupakan suatu persoalan yang sangat penting
baik bagi persecorangan bahkan bagi masyarakat luas, dimana mereka baik
perseorangan maupun masyarakat tersebut tidaklah dapat melepaskan diri mereka
dari kegiatan komsumtif barang maupun jasa. Produk wajib SNI yang beredar di
Masyarakat sangat penting untuk diperhatikan peredarannya. Karena, banyak
pelaku usaha yang belum mengerti produk apa saja yang wajib SNI dan wajib
berlabel SNI. Maka dari itu, pemerintah melalui Lembaga UPT Perlindungan
Konsumen Kota Malang mempunyai wewenang untuk mengedukasi dan sosialisasi
kepada pelaku usaha dan konsumen terkait produk wajib SNI.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang
dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap kewajiban pelaku usaha
yang memperdagangkan produk wajib SNI dan untuk mengetahui Upaya
pengawasan yang dilakukan pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap
pelaku usaha yang memperdagangkan produk wajib SNI, kendala yang dihadapi
serta upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang. Penelitian
ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan lapangan.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kemudian metode
pengolahan data dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan menarik
Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan UPT
Perlindungan Konsumen Malang terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan
produk wajib SNI. Pengawasan dilakukan dapat dilaksanakan secara langsung
maupun online, dengan metode kasat mata. Kurangnya SDM internal yang
kompeten dan juga pengetahuan pelaku usaha dan konsumen menjadi kendala
dalam pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen
Malang,namun, dapat diatasi dengan Kerjasama antar pihak UPT Perlindungan
Konsumen dengan pelaku usaha dan konsumen serta, menggencarkan sosialisasi
dan pembinaan terhadap masyarakat.
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ABSTRACT

Achmad Yusuf Setiawan. 200202110043. 2024. Effectiveness of Consumer
Protection UPT Supervision of Business Actors' Obligations in Trading SNI
Mandatory Products (Study at the Industry and Trade Service of East Java
Province, Malang Consumer Protection UPT). Thesis. Department of Sharia
Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University
of Malang. Supervisor: Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Goods in Circulation, SNI.

Consumer Protection is a very important issue for both individuals and the
wider community, where both individuals and the community cannot separate
themselves from the consumer activities of goods and services. It is very important
to pay attention to the circulation of mandatory SNI products circulating in the
community. Because, many business actors do not understand what products are
required to have SNI and must have an SNI label. Therefore, the government
through the Malang City Consumer Protection UPT Institution has the authority to
educate and socialize to business actors and consumers regarding mandatory SNI
products.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of supervision
carried out by the Malang Consumer Protection Unit on the obligations of business
actors who trade products that are required to comply with SNI and to determine
the supervision efforts carried out by the Malang Consumer Protection Unit on
business actors who trade products that are required to comply with SNI, the
obstacles faced and the efforts made by the Malang Consumer Protection Unit. This
study is an empirical legal study using a field approach. The data collection method
used is interviews, then the data processing method with the stages of data
reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the supervision of the Malang
Consumer Protection UPT towards business actors who trade in SNI mandatory
products. Supervision can be carried out directly or online, with visible methods.
The lack of competent internal human resources and also knowledge of business
actors and consumers is an obstacle in the supervision carried out by the Malang
Consumer Protection UPT, however, it can be overcome by cooperation between
the Consumer Protection UPT with business actors and consumers and, intensifying
socialization and guidance to the community.

XVi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Konsumen merupakan suatu persoalan yang sangat
penting baik bagi perseorangan bahkan bagi masyarakat luas, dimana
mereka baik perseorangan maupun masyarakat tersebut tidaklah dapat
melepaskan diri mereka dari kegiatan komsumtif barang maupun jasa.
Perlindungan konsumen tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat
dimanapun mereka berada serta haruslah dapat melindungi kegiatan

konsumtif apapun yang dilakukan oleh masyarakat.

Hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dapat
terbentuk apabila pelaku usaha dalam menjalankan suatu usahanya baik
dalam usaha barang dan/atau usaha jasa didasarkan dengan itikad
baik.Itikad baik dari sisi pelaku usaha juga merupakan salah satu hal yang
diatur dalam etika bisnis dunia usaha. Etika itu sendiri dapat diartikan dari
dua sisi, yaitu etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai
praktis adalah nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau

justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan.’

Hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen tidak
semata-mata dapat terwujud hanya karena pelaku usaha yang beretika atau

beritikad baik, tetapi juga dibutuhkan campur tangan Pemerintah untuk

LK. Bertens, 2013, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, hlm.30



membantu mewujudkan hubungan yang sehat tersebut. Campur tangan
Pemerintah dapat dilihat dalam UUPK Bab VII tentang Pembinaan dan
Pengawasan.? Pembinaan dalam UUPK dimaksudkan untuk menciptakan
iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan
konsumen, berkembangannya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta
meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
perlindungan konsumen.® Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan
penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pembinaan tersebut menjadi
beban bagi Pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan pengawasan, dalam
pelaksanaan pengawasan tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah saja
melainkan dibebankan juga kepada masyarakat baik sebagai kelompok,

perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat.*

Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha
untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab serta untuk
mengangkat harkat dan martabat konsumen sehingga hak- hak yang
dimilikinya tetap terpenuhi dan dilindungi oleh hukum. Agar terpenuhi dan
terjaminya hak- hak konsumen maka setiap konsumen dapat menjadi
sosial control bagi para pelaku usaha agar tetap menjaga rasa tanggung

jawab terhadap usaha yang dijalankanya.

2 Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, him. 187.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 29 ayat (4)

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 30



Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa memiliki
beberapa hak dan kewajiban yang keduanya saling berkaitan diatur dalam
Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999. Pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam
Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999. Hak dan kewajiban konsumen sekaligus pelaku usaha dapat terjadi
hubungan yang baik sehingga konsumen dapat memanfaatkan barang
dan/atau jasa tanpa adanya penipuan kualitas mutu barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan.

Produk aman dikonsumsi sangat diperhatikan karena produk
dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen. Konsumen yang kurang
cermat dan tidak menggunakan produk yang mempunyai kualitas belum
terjamin keamanannya sekaligus belum memenuhi standar mutu. Sasaran
utama dalam pelaksanaan standarisasi adalah meningkatkan ketersediaan
produk yang mampu memenuhi kebutuhan. Peran pemerintah dalam
standardisasi ini melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat
dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan
produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak

dirugikan baik keamanannya maupun keuangannya.

Pada tanggal 20 April 1999 telah disahkan dan diundangkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) yang mengatur mengenai segala sesuatu yang menjadi

kewajiban- kewajiban para pelaku usaha, hak- hak konsumen serta wujud



perlindungan konsumen. Namun Undang- Undang ini berlaku secara
efektif satu tahun setelah diundangkanya yaitu 20 April 2000. Lahirnya
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlingungan Konsumen
diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih
diperhatikan, oleh karena itu mewujudkan perlindungan konsumen adalah
mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki
keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam
konsiderat huruf D UU Perlindungan Konsumen, adanya peraturan
perundang- undangan tersebut diharapkan mampu memberikan
perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan,
harkat dan martabat konsumen, serta membuka akses informasi tentang
barang dan jasa baginya, juga diharapkan dapat menumbuh kembangkan
sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab ketika menjalankan

kegiatan usahanya.

Barang dan/atau jasa yang standar berkaitan dengan kesehatan,
keselamatan dan keamanan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional
dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat dipacu dalam
suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib.
Pemerintah telah memberlakukan beberapa produk elektronik wajib SNI
untuk melindungi kepentingan konsumen dari bahaya yang disebabkan.
Tujuan penerapan SNI wajib yaitu terwujudnya jaminan mutu barang
dan/atau jasa, peningkatan produktifitas daya guna dan hasil guna serta

perlindungan konsumen, terwujudnya jaminan bagi pihak yang



memerlukan sertifikasi unit/ institusi yang diberi akreditasi telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi atau

laboratorium penguyji.

Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI
terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI,
baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian
atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme
Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Sertifikat
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelaku usaha dapat
memperoleh sertifikat SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat
Produk pengakuan terhadap kualitas hasil produksinya. Pelaku usaha yang
memiliki sertifikat SNI berhak mencantumkan logo SNI pada kemasan
produknya dan sertifikat dapat dilakukan perpanjangan dan diuji
laboratorium kembali selama lima tahun. SNI diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional.

Pemerintah dalam membuat aturan mengenai produk elektronik
wajib SNI dibantu oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk
menentukan standar barang yang boleh beredar di Indonesia. Undang-
undang yang mengatur mengenai SNI dan bagi produk yang wajib SNI
perlu dilakukan sosialisasi. Sosialisai mengenai SNI, produk aman dan

bahaya produk elektronik yang belum memenuhi SNI harus dilakukan dari



dinas yang berwenang. Sosialisasi tersebut bertujuan supaya konsumen
lebih teliti dalam memilih produk yang hendak dibelinya. Sosialisasi
bertujuan supaya kosumen tidak salah dalam memilih kualitas barang
walaupun dalam kenyataannya harga yang lebih murah menjadi pilihan

dari konsumen.

Sosialisasi diimbangi dengan adanya pengawasan rutin yang
dilakukan pihak yang berwenang. Pengawasan ada dua macam, pertama
pengawasan oleh pemerintah kedua pengawasan dilakukan oleh
masyarakat dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat). Sistem pengawasan ada dua yaitu pengawasan berkala yaitu
pengawasan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu serta dilaksanakan
terprogram sedangkan pengawasan khusus dilakukan sewaktuwaktu
apabila ada pengaduan. Pembinaan dan pengawasan diatur dalam Pasal 29

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Pembinaan dan Pengawasan mendorong adanya perlindungan
konsumen. Persaingan pelaku usaha di bidang perdagangan, mewujudkan
perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi
yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan
antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah telah
menetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan
untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga
perlindungan konsumen untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen

melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.



Kota Malang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Perlindungan Konsumen Kota Malang yang berwenang untuk melakukan
pengawasan terhadap barang beredar. UPT. Perlindungan Konsumen
diberikan tugas untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat
selaku konsumen dengan melakukan segala bentuk pengawasan terhadap

barang beredar, pada pembahasan ini dikhususkan pada produk wajib SNI.

Peneliti tertarik untuk meneliti topik ini karena terdapat
permasalahan dan regulasinya jelas namun tidak dengan fakta dilapangan,
yang mana masih banyak ditemukan para pelaku usaha yang
memperdagangkan barang wajib SNI yang belum SNI, oleh sebab itu
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas
Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban
Pelaku Usaha dalam Memperdagangkan Produk Wajib SNI (Studi
Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT

Perlindungan Konsumen Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1.

Apa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pengawasan UPT
Perlindungan Konsumen Kota Malang terhadap pelaku usaha yang tidak
memperdagangkan produk wajib SNI?

Bagaimana Upaya yang harus dilakukan sehingga pengawasan UPT
Perlindungan Konsumen Kota Malang terhadap pelaku usaha yang tidak

memperdagangkan produk wajib SNI?



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan UPT
Perlindungan Konsumen Malang terhadap kewajiban pelaku usaha yang
memperdagangkan barang wajib SNI

2. Untuk mengetahui Upaya pengawasan yang dilakukan pihak UPT
Perlindungan Konsumen Malang terhadap pelaku usaha yang

memperdagangkan produk wajib SNI

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini juga

mempunyai manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah pengetahuan dan kesadaran terhadap pelaku usaha,
khususnya tentang penjualan barang wajib SNI
b. Menambah informasi tentang keefektivitasan pengawasan produk

wajib SNI

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya skripsi ini dapat djadikan sebagai masukan untuk pihak-

pihak terkait seperti:



a. UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang untuk lebih tegas lagi
dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal serta
lebih giat lagi untuk mengadakan sosialisasi serta pendidikan yang
cukup terhadap konsumen.

b. Bagi Masyarakat
Dengan adanya penelitian ini diharapkan Masyarakat sebagai
konsumen semakin menyadari hak-hak sebagai konsumen.

c. Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat,

khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

E. Definisi Operasional

Dari beberapa uraian di atas, terdapat beberapa kata yang penting untuk
dipahami sebelum melanjutkan pada suatu penelitian. Dimana peneliti harus
memahami beberapa kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Maka dari

itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul tersebut :

a. Efektivitas
Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan,
sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang
diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan
perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat
dikatakan efektif.

b. Pengawasan



Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan
dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan.
Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara

perencanaan dan pengawasan.’

¢. Perlindungan Konsumen

segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi

perlindungan kepada konsumen.

d. Pelaku Usaha
Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

e. Produk
Benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh

konsumen.

® Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133
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f. SNI
Standar dari pemerintah yang berlaku secara nasional untuk hasil

produksi oleh individu maupun badan atau perusahaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi kedalam lima bab yang menggambarkan dan
menjelaskan permasalahan secara terpisah, tetapi merupakan suatu
kesatuan. Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian ini
adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian,
rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian,
kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup konsep atau pemikiran yuridis yang berlaku sebagai
landasan teoritis sebagai bahan guna mengkaji serta menganalisis dari
permasalahan yang akan diteliti serta juga mencakup informasi dan/atau
perkembangan, baik secara inti ataupun metode yang sesuai dengan isu atau
permasalahan pada penelitian. Jadi konsep dan teori-teori tersebut sebagai
landasan yang dipergunakan untuk menganalisa pada tiap masalah yang
dipakai pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitia apa yang penulis ambil.

Seperti, sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data,dll.

11



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai bahan hukum yang telah ditemukan,
selanjutnya menggunakan analisis yaitu teknis analisis reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis yang dilaksanakan
dengan berpegangan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
kasus serta pendekatan konseptual.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan pada riset skripsi. Sekaligus
mencantumkan saran penelitian guna disampaikan kepada pengelola prodi
HES, kepada instansi pemerintahan, kepada pelaku usaha, kepada
konsumen, kepada UPT Perlindungan Konsumen Malang, dan khususnya
penelitian ini untuk mahasiswa HES yang kajian topik yang sama pada masa

yang akan datang.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa
literature mengenai penegakan dan perlindungan hukum bagi para pihak
kemitraan antara petani dan perusahaan tembakau. Dan untuk menghindari
kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis
melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang penulis temukan
diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Kornelia Devi Irayanti Simanihuruk

Skripsi yang ditulis oleh Kornelia Devi Irayanti Simanihuruk
(2016) dari Universitas Sebelas Maret Syarif Surakarta ini berjudul “Sistem
Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah Kabupaten Karanganyar” Rumusan masalah dari penelitian ini
adalah bagaimana pengawasan barang beredar dalam Upaya perlindungan
konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan berupa
buku, jurnal, artikel ataupun literatur lainnya.

Hasil penelitian ini berdasarkan pembahasan yang telah

dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berhubungan dengan
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rumusan masalah. Perlindungan hukum kepada konsumen seperti didalam
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.®
2. Penelitian Puji Astuti

Skripsi yang ditulis oleh Puji Astuti (2016) dari Universitas
Sebelas Maret Syarif Surakarta ini berjudul “Efektivitas Pengawasan Toko
Modern Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta”
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas
pengawasan barang beredar dalam Upaya perlindungan konsumen.
Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan berupa buku, jurnal,
artikel ataupun literatur lainnya. Jenis penelitian ini menggunakan empiris
yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu
kategori hukum tertentu, dengan wawancara atau datadata yang terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan dalam
penulisan ini menelaah undangundang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian ini berdasarkan pembahasan yang telah
dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berhubungan dengan
rumusan masalah. Perlindungan hukum kepada konsumen seperti didalam

undang-undang nomor 8§ tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan

¢ Kornelia Devi “Sistem pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh
dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten
Karanganyar”.Universitas Sebelas Maret,2016
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efektivitas pihak DISPERINDAG dalam mengawasi Pelaku usaha toko
modern.’
3. Penelitian Zhanniza Elrian

Skripsi yang ditulis oleh Zhanniza Elrian (2016) dari Universitas
Surabaya ini berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Pelaku Usaha Yang
Mencantumkan Klausula Eksonerasi Pada Nota Pembelian” Rumusan
masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengawasan
barang beredar dalam Upaya perlindungan konsumen. Penelitian ini
dilakukan dengan cara studi lapangan berupa wawancara, jurnal, artikel
ataupun literatur lainnya. Jenis penelitian ini menggunakan empiris yang
memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori
hukum tertentu, dengan wawancara atau datadata yang terdiri dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan dalam penulisan ini
menelaah undangundang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian ini berdasarkan pembahasan yang telah
dikemukakan berhubungan dengan rumusan masalah. Perlindungan hukum
kepada konsumen seperti didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen, dan efektivitas pithak DISPERINDAG

7 Puji Astuti “Efektivitas Pengawasan Toko Modern Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Surakarta”, Universitas Sebelas Maret,2016
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Denpasar dalam mengawasi Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Klausula
Eksonerasi Pada Nota Pembelian.®
4. Penelitian Eny Kusdarwati

Skripsi yang ditulis oleh Eny Kusdarwati (2021) ini berjudul
“Pelaksanaan Pengawasan Barang Terkait Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (K31) Tahun 2020”. Rumusan masalah
ini adalah Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah efektif
dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap
pengawasan barang beredar dan Apa saja bentuk perlindungan hukum yang
diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik
pelaksanaan pengawasan barang beredar. Jenis penelitian ini menggunakan
yuridis empiris. Bahan-bahan hukum yang digunaan untuk menyusun
dengan cara melakukan studi lapangan. Sumber data yang diperoleh dari
penelitian ini berdasarkan sumber hukum primer, sumber data sekunder dan
sumber data tersier yang di peroleh berdasarkan wawancara.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwaasannya dalam
menerapkan pengawasan barang beredar perlu harmonisasi dalam peraturan
perundangundangan agar pemberlakuan pengawasan bisa efektif. Bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dengan

8 Zhanniza Elrian Angelita,” Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Klausula
Eksonerasi Pada Nota Pembelian”, Universitas Surabaya,2016
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diterapkannya pengawasan yakni mendapatkan hak-hak konsumen yang
diakibatkan kejahatan pelaku usaha.®
5. Penelitan Guntur Wasiat

Skripsi yang ditulis oleh Guntur Wasiat (2017) dari Universitas
Semarang ini berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap
Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang.”.
Rumusan masalah ini adalah Apakah Undang-Undang Perlindungan
Konsumen sudah efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi
konsumen terhadap barang wajib SNI dan Apa saja bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dalam praktik pelaksanaan pengawasan barang wajib SNI. Jenis penelitian
ini menggunakan yuridis empiris. Bahan-bahan hukum yang digunaan
untuk menyusun dengan cara melakukan studi lapangan. Sumber data yang
diperoleh dari penelitian ini berdasarkan sumber hukum primer, sumber data
sekunder dan sumber data tersier yang di peroleh berdasarkan wawancara
dan bahan-bahan pustaka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya UndangUndang
Nomor 20 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap konsumen. UUPk yang sudah dibentuk
belum berhasil mencegah pelaku usaha yang curang seperti melakukan

penjualan produk wajib SNI akan tetapi belum memenuhi peraturan

® Eny Kusdarwati “Pelaksanaan Pengawasan Barang Terkait Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (K31) Tahun 20207.2021
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perundang-undangan. Sanksi yang diterapkan hanya pembinaan terlebih

dahulu, jika belum mematuhi maka akan dikenakan sanksi lanjutan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

2016, Sistem
Pengawasan
Barang Beredar
Sebagai Upaya
Perlindungan
Konsumen Oleh
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi, Dan
Usaha Mikro,

Kecil, Dan

Irayani
Simanihuruk
hanya
menjabarkan
sistem
pengawasan
barang beredar
yang dilakukan
oleh Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,

Koperasi, Dan

No | Nama Peneliti | Bentuk Perbedaan Persamaan
dan Judul | Penelitian
Penelitian

1. | Kornelia Devi Skripsi Penelitian yang | Persamaan
Irayanti dilakukan oleh | penelitian
Simanihuruk, Kornelia Devi | antara penulis

dengan
Kornelia Devi
[ravanti
pengawasan
barang beredar
yang
dilakukan oleh
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi, Dan

Usaha Mikro,

10 Guntur Wasiat, “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar
Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang. Universitas Semarang,2017
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Menengah
Kabupaten

Karanganyar

Usaha Mikro,
Kecil, Dan
Menengah.
Sedangkan
penulis
membahas
mengenai
tentang
keefektivitasan
sistem
pengawasan
yang dilakukan
Dinas
Perdagangan
dalam
menagwasi
barang beredar
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perlindungan

konsumen.

B. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari peraturan
perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, dalam peraturan tersebut mengatur
mengenai perlindungan terhadap konsumen juga mengatur hak dan
kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 hak-hak konsumen sangat diperhatikan mengingat
dalam transaksi jual beli tidak semua konsumen mengerti terkait hak dan
kewajibannya  sebagaimana  termaktub dalam  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Dengan berkembangnya industri pada sektor
barang dan jasa memang sangat menguntungkan bagi konsumen karena
dapat memilih barang dengan berbagai model yang sedang trend, memilih
jasa sesuai dengan kebutuhan. Namun di sisi lain dengan berkembangnya
perindustrian pada barang dan jasa membuat posisi konsumen semakin
lemah, karena kenyataannya pelaku usaha pasti akan menerapkan prinsip
ekonomi dimana para pelaku usaha akan mencari keuntungan sebesar-
besarnya atas prodak atau jasa yang di berikan kepada konsumen, dalam
rangka mencari keuntungan tersebut pelaku usaha tidak mudah karena harus

bersaing dengan pelaku usaha lainnya sehingga ketatnya persaingan usaha
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membuat perilaku pelaku usaha ke arah persaiangan yang tidak sehat hingga

konsumen dalam hal ini sering dirugikan
a. Pengawasan Barang Beredar

Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang
pengawasan barang dan jasa, barang dan/atau jasa yang dipasarkan,
dipromosikan, diiklankan, atau diperdagangkan di pasar rakyat, pusat
perbelanjaan, supermarket, atau tempat perdagangan lainnya dengan tujuan
untuk digunakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen disebut
sebagai barang dan/atau jasa yang beredar. Ini mencakup semua barang
yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lainnya di seluruh
wilayah Republik Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun

di luar negeri.

Hubungan antara perencanaan dan pengawasan sangat erat,
sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah proses memantau
pelaksanaan semua kegiatan dalam sebuah organisasi untuk memastikan
bahwa semua tugas yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya.'!

11 Siagian, Sondang P, Prinsip-prisip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid 1, (Jakarta:
Penerbit Binarupa Aksara, 2004), 135.
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Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir!? Pengawasan

diadakan dengan maksud untuk:

1) Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dibantu dengan sistem
pemerintahan yang efektif serta didukung oleh partisipasi
masyarakat dalam mengamati pelaksanaan wewenang dan tugas dari
aparat pemerintah.

2) Menjamin terciptanya administrasi yang teratur oleh lembaga
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, sehingga pemerintah dapat melakukan pekerjaannya
dengan maksimal melalui peningkatan budaya birokrasi di lingkup

pemerintahan.

Pengawasan memiliki peran yang esensial dalam memastikan
bahwa program kerja yang sudah diatur bisa tercapai serta untuk
mengurangi potensi kesalahan atau pelanggaran, serta guna
mengevaluasi kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan tugas
sesuai dengan yang seharusnya. Menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018
tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (PPBJ) merupakan
Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pengawas

Barang Beredar dan/atau Jasa, bekerja di unit atau organisasi yang

12 Amiruddin, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan
Terminal Regional Daya”, (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2016), 18.
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bertanggung jawab atas pengawasan barang beredar dan/atau jasa atau

perlindungan konsumen.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun

2018 Tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 1 ayat 6 :'3

“Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang
dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan
konsesnsus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang
terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan,
kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pengamalan, serta perkembangan masa kini dan masa yang

akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

Ruang lingkup dalam pengawasan barang beredar dan/atau
jasa terdapat pada Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI
No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa,

yakni :14

1) Mengenai Produk : Standar, label dalam Bahasa Indonesia,
Petunjuk penggunaan, Jaminan layanan Purna jual, Cara Menjual,

Pengiklanan, dan Klausula Baku

13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang dan/atau
Jasa pasal 1 ayat 6
14 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Pada Pasal 2
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2) Mengenai Layanan  : Persyaratan Standar, kesepakatan garansi
yang telah diperjanjikan dan/atau disepakati, promosi, klausula baku

serta praktik penjualan.

Pada dasarnya pengawasan barang beredar bukan untuk
mematikan usaha pelaku usaha. Sebaliknya, pengawasan dapat
mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan perusahaan yang
tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang/jasa
yang berkualitas. Upaya pengawasan penting dioptimalkan karena tidak
mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha. Apabila terjadi
pelanggaran, maka terdapat tanggung jawab hukum yang dikenakan
bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan pengenaan beberapa sanksi,
yang meliputi sanksi perdata, pidana, administrasi ataupun sosial.
Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP). Namun, bagi pelaku usaha yang masih membandel, bahkan

melakukan perlawanan akan diberikan sanksi pidana.

Objek pengawasan barang dan/atau jasa barang beredar dalam
memenuhi standar telah dijelaskan dalam Permendag Nomor 69 Tahun
2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa pada Pasal 16 antara

lain :¥°

a) Barang beredar yang telah diberlakukan SNI Wajib dan/atau

persyaratan teknis wajib

15> Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa pada Pasal 16
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b) Barang beredar yang telah diterapkan SNI secara sukarela oleh Pelaku
Usaha

¢) Pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran
Barang (NPB) pada barang dan/atau kemasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

d) Kepemilikan SPPT-SNI

e) Jasa yang telah diberlakukan SNI Wajib, persyaratan teknis, dan/atau
kualifikasi secara wajib

f) Jasa yang telah diterapkan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi

secara sukarela.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun
2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa tersebut dijelaskan
bahwa salah satu parameter pengawasannya adalah pengawasan terhadap
standar barang/produk atau Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk
dalam negeri ataupun barang impor. Standar Nasional Indonesia (SNI)
adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI
dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional
(BSN). Pentingnya SNI ialah untuk memberikan jaminan keamanan dan
mutu bagi konsumen dalam memilih produk dalam negeri ataupun impor,

serta membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha.

b. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum
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Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum,
dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa
normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan
yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi
dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa
orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana
mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan
dipatuhi.’® Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai
kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang
pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-
rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak
ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur
(ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga
hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang

sama, yang mempunyai tujuan tertentu.'’

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud,
berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara

yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.®Efektivitas

16 Dalam Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.
7 Dalam Soerdjono. Benerapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia, h. 45.

18 Dalam Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 62
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hukum berarti menelaah apakah hukum itu berlaku dan untuk mengetahui
berlakunya hukum tersebut. Black menganjurkan agar membandingkan
antara ideal hukum, yakni kaidah yang dirumuskan dalam Undang-undang
atau keputusan hakim, dengan realitas hukum.!® Soerjono Soekanto?
berkaitan dengan realitas hukum ini menyatakan bahwa apabila seseorang
mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai
tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil
mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan

tujuannya atau tidak.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud
berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu secara
yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena
itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam

masyarakat yaitu :

a. Kaidah Hukum

19 Dalam Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang, UMM Press,
2009, him.34

20 Dalam Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali Pres,
1983, hlm.7

21 Dalam Soerjono Soekanto,” pokok-pokok Sosiologi Hukum ™ (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), 110.
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Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai
berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai
berikut:??

1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau
terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif. Artinya, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya
oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan). Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat.

3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah
betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik,
sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja
harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan
perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam aturanaturan lainnya
yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka

atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para

22 Dalam Soerjono Soekaanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta,hal. 80
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penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.
Namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan
peraturan-peraturan yang ada dengan pertimbanganpertimbangan
tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak
terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimmpang dari aturan-aturan
yang telah ditetapkan.?®
c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai
pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia
mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:
1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang

kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku
pantas yang diharapkan;

4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;

8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;

2 Dalam Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta,hal. 82
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C.

9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat
hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya
dikedepankan adalah keserasiannya. Hal ini bertujuan agar ada titik tolak
yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk
mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas yang

dalam hal ini adalah penegak hukum.

Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diupayakan bagi konsumen sangat
penting untuk dicari solusi dan penyelesaian masalahnya. Perlindungan
konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan
manusia, oleh karena itu menjadi harapan seluruh warga Indonesia untuk
dapat mewujudkan perlindungan konsumen dan jaminan kepastian hukum
terhadap konsumen yang dirugikan. Perlindungan konsumen diatur dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka
1 yang berbunyi Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen.

Semua langkah yang menjamin kejelasan hukum untuk
melindungi konsumen disebut perlindungan konsumen. Pembahasan terkait

perlindungan konsumen tentunya berkaitan dengan tanggung jawab beberapa
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pihak yakni organisasi konsumen, pelaku usaha, pemerintah serta konsumen
itu sendiri. Keempat unsur ini memiliki andilnya masing-masing, sehingga
tanpa kehadiran keempat unsur ini maka akan sulit untuk melaksanakan

perlindungan konsumen.?*
1) Konsumen

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan,
membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun
istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu “consumer”, atau
dalam bahasa Belanda yaitu “consument”.?® Konsumen pada umumnya
diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada
mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang
untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan
lagi.®®Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan
martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang
dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yag jujur

dan bertanggung jawab.?’

24 Ahmadi Miru, dan Sutarnan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), 110.

%5 Celina , Hukum Perlindungan konsumen ( Jakarta : Sinar Garfika 2008) h. 22

% Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
2010), h. 17

21 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Bogor : Ghalia
Indonesia, 2008), h. 9
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Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan batasan

mengenai konsumen, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang
dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa
lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

3. Konsumen akhir (ultimate consumer/ end user), adalah setiap orang
yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk
tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain,
dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali
dan/atau untuk mencari keuntungan Kembali.?®

2) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Hak konsumen ialah:%°

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

28 Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta Jaya Widya,1999), h. 13
2 Pasal 4, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

5) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;

6) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
diskriminatif;

7) Hak wuntuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

lainnya.

Dan ada 4 hak dasar tentang perlindungan konsumen yang
dilegalkan secara Internasional yang mana mengacu pada John F.
Kennedy pada Consumer’s Bills of Right 1962, di dalam pidato

kenegaraan pada kongres, yakni:®

1) Hak atas keselamatan (The right to safety)
2) Hak untuk menerima informasi (The right to be informed)
3) Hak untuk memilih (The right to choose)

4) Hak untuk didengarkan (The right to be heard)

30 AW trulstrup, The Consumers in American Society, Personal and Family Finance, Ed 5, (New
York: Mc Graw Hill, 1974), 23.
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Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen

ialah:3!

1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar disepakati;

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

3) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas-asas dan prinsip dalam perlindungan konsumen terdapat
pada pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang menyatakan:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian
hukum.”

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingna konsumen

dan pelaku usaha secara keseluruhan.

31 Pasal 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam
arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Secara umum hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk
melindungi konsumen masyarakat dalam perananya sebagai konsumen.
Selain itu, lemahnya kesadaran dan ketidak mengertian masyarakat sebagai
konsumen sering kali dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak

bertanggung jawab. Tujuan perlindungan konsumen yaitu :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri.
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Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukuan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku wusaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

f.  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4) Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang  Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*?

32 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Pasal 1 angka 3
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Dalam konteks ini, pelaku usaha merujuk kepada distributor,
korporasi, importir, koperasi, perusahaan, BUMN, pedagang dan
sejenisnya. Definisi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3
Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
mempunyai cakupan yang besar pengecer, termasuk, pemasok, grosir dan
sebagainya. Konsep ini mirip dengan pengertian pelaku usaha di belanda,
yang merujuk pada pembuat produk jadi, produsen bahan baku yang
mengidentifikasi dirinya dengan nama atau merek tertentu, baik sebagai
individu maupun badan hukum. Namun, konsep produsen ini tidak
mencakup eksportir atau pelaku usaha dari luar negeri, karena
UndangUndang Perlindungan Konsumen hanya membatasi pada individu
atau badan usaha yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Indonesia,

baik itu pada bentuk badan hukum atau kegiatan usaha.

5) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Sebagai salah satu subjek dalam hukum perlindungan konsumen sesuai
UUPK pasal 6 pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban.
1. Hak Pelaku Usaha
Pada prinsipnya hak utama pelaku usaha adalah
menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan. Lebih spesipik lagi dijelaskan

33 Ahmadi Miru, dan Sutarnan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), 8-9.
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dalam UUPK mengenai hak-hak pelaku usaaha dalam pasal 6

UUPK, yaitu:3*

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beriktikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha
Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 7 juga
mengatur tentang kewajiban pelaku usaha , yaitu:®

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member

penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

34 pasal 6, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
35 pasal 7, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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c. Memperlakukan atau melayani kosumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan
dan/atau  garansi atas barang yang dibuat dan/atau
diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen

tidak sesuai dengan perjanjian.>®

d. Tinjauan Umum SNI (Standar Nasional Indonesia)

a. Pengertian SNI ( Standar Nasional Indonesia)
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2014, yang dimaksud
standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termsuk
tatacara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua

pihak/pemerintah internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat

% C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia
(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.219
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keselamatan, keamanan, Kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar
yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite
Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh
BSN.*"Pada prinsipnya standar dilakukan secara sukarela, khususnya
dipergunakan oleh produsen sebagai acuan dalam pengendalian mutu
internal atau untuk kepentingan promosi bahwa produk yang diproduksi
memiliki kualitas baik dan terjamin. Penerapan dan pemberlakuan Standar
Nasioal Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang
berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib
terhadap produk apabila dipandang bahwa produk menyangkut dengan
keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan (K31).®

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan
termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua
pthak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan,
keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang
akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan

37 https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5 diakses pada 15 September 2024 Pukul 18.15
3 Kementrian perdagangan. 2013. “Jurnal Analisis pengembangan SNI Dalam Rangka Barang
Beredar”. Him. 8
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merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan
semua pihak.
b. Konsep SNI ( Standar Nasional Indonesia)

Pada dasarnya penerapan standar ialah kegiatan menggunakan
standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu
kegiatan atau hasilnya, yang pada dasarnya bersifat voluntari (voluntary).*

Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI secara
luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan
norma keterbukaan, transparansi dan tidak memihak. Bila suatu standar
terkait dengan kesehatan, keselamatan,  keamanan,  kepentingan
perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian lingkungan hidup maka
standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya
pemenuhannya bersifat wajib (mandatory). Dalam hal ini kegiatan dan
produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Adapun
tujuan penerapan standar adalah:

1. Terwujudya jaminan mutu suatu barang/atau jasa, dalam hal
peningkayan produktifitas, daya guna dan hasil guna serta
meningkatknya perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan
masyarakat dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan dan

kelestarian lingkungan hidup.

3% Bambang Purwanggono, 2009, “pengantar standarisasi”, Badan standarisasi nasional: jakarta
(edisi pertama), hlm. 40
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2. Terwujudnya suatu jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi,
bahwa unit/institusi yang diberi akreditasi telah memenuhi persyaratan
yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi atau laboratorium penguji.*°

Standar dapat digunakan oleh konsumen sebagai acuan untuk
memilih produk, proses maupun jasa yang diharapkan dapat memenuhi
harapannya, dan juga dapat digunakan oleh produsen sebagai acuan
unruk menghasilkan produk dengan karekteristik yang diharapkan dapat
diterima oleh mayoritas konsumen. Dalam konteks ini, penerapan
standar bersifat voluntari dan didorong oleh kebutuhan pasar,
sedemikian sehingga setiap pihak yang membutuhkannya secara
voluntari mengacu pada persyaratan atau menerapkan persyaratan
sesuai standar.

¢. Dasar Hukum Pemberlakuan SNI ( Standar Nasional Indonesia)
Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan standardisasi dan
pengawasan barang beredar di pasar, antara lain:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 ini mengatur tentang
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang ini lahir
bahwa meskipun pasar nasional semakin terbuka sebagai akibat dari

adanya proses globalisasi ekonomi, namun harus tetap menjamin

40 https://www.bsn.go.id/ diakses pada 15 September 2024 pukul 19.45
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peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu,

jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di

pasar.

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian pada dasarnya mengatur tentang kelembagaan

yang melakukan pengembangan dan pembinaan standardisasi,

perumusan, penerapan dan pengawasan SNI untuk mencapai tujuan:

a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha,
tenaga kerja dan masyarakat lainnya untuk kesehatan,
keselamatan, keamanan serta lingkungan.

b. Membantu kelancaran perdagangan.

¢. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga yang

dibentuk dengan Keppres bertanggung jawab dalam pengembangan

dan pembinaan dibidang standardisasi nasional. Perumusan

rancangan standar nasional maupun revisi dilakukan oleh Panitia

Teknis dan konsensus standar yang disepakati ditetapkan menjadi

Standar Nasional Indonesia oleh BSN.

. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa.
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Peraturan ini membahas tentang pengawasan berkala dan
pengawasan khusus, pengawasan ini dilakukan oleh Petugas Pengawas
Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). Pengawasan berkala adalah
pengawasan barang dan/ atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu
berdasarkan prioritas barang dan/ atau jasa yang akan diawasi sesuai
program. Sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang
dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi
pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau tindak
lanjut dari hasil pengwasan berkala atau adanya informasi, baik yang
berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

d. Produk-Produk Wajib SNI
1. Peralatan Rumah Tangga
Kategori pertama yaitu peralatan rumah tangga. Produk ini
menjadi penting karena menyangkut keselamatan banyak orang. Dalam
hal ini, terdapat berbagai produk terkait kompor dan gas, yang
meliputi:*
- Kompor gas
- Tabung LPG

- Regulator tabung LPG

41 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Secara Wajib
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- Katup tabung baja LPG
- Selang kompor LPG
- Karet tabung LPG
Label SNI juga harus ada untuk berbagai produk mainan.
Berikut adalah daftarnya:
- Mainan elektrik
- Mainan aktivitas (misalnya, seluncuran dan ayunan)
- Keamanan Mainan
Selanjutnya, produk-produk rumah tangga berikut ini juga
wajib memiliki sertifikat SNI:
- Kain
- Pakaian anak dan bayi
- Peralatan makan dan minum dengan bahan keramik berglasir
- Peralatan makan dan minum dengan bahan keramik melamin
- Pembuat es, peralatan pendingin, dan berbagai peralatan untuk es
krim
- Plastik polietilen yang digunakan untuk tangki air
- Pengering udara, pompa kalor listrik, serta pengkondisi udara

- Kloset duduk

2. Makanan dan Minuman

Kategori selanjutnya adalah produk makanan dan minuman.

Karena merupakan bahan pangan, maka terdapat berbagai produk yang
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perlu diawasi keamanannya. Untuk produk air mineral, yang perlu
memiliki label SNI yaitu:*?
- Air mineral
- Air mineral dalam kemasan (AMDK)
- Air demineral
- Air minum embun
- Air mineral alami
Selanjutnya, ada berbagai jenis bahan dapur yang wajib

berstandar SNI, produk-produknya meliputi:
- Gula kristal
- Garam konsumsi
- Garam konsumsi beryodium
- Pemanis buatan
- Minyak goreng sawit
- Tepung terigu

Selain kedua kategori di atas, label SNI juga wajib ada pada
bahan pangan lainnya dalam daftar di bawah:
- Biskuit
- Kopi instan
- Coklat bubuk
- Tuna kalengan

- Sarden kalengan dan makarel

42 Pasal 4 ayat (1) Permenperin 78/11/2016
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3. Alat Transportasi dan Pendukungnya
Alat transportasi dan pendukungnya juga wajib memiliki label
SNI demi keselamatan pengguna. Dengan produk SNI, kecelakaan
dapat diminimalisir. Untuk produk ban, di bawah ini wajib bersertifikat
SNIL:#
- Ban sepeda motor
- Ban mobil
- Ban dalam
- Ban truk ringan
- Ban bus dan truk
Untuk jenis pelumas, produk berikut perlu diperhatikan karena
wajib berlabel SNI:
- Pelumas roda gigi transmisi manual
- Pelumas motor bensin
- Pelumas transmisi otomatis

- Pelumas motor diesel

Selain kategori ban dan pelumas, inilah daftar produk lainnya:
- Sepeda

- Sepeda anak

- Kaca pengaman

- Nomor plat

43 Permenperin 76/9/2015 Pada Pasal 2
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- Helm motor
- Pelek motor
- Pemeriksa untuk barang dan penumpang di bandara
4. Aneka Peralatan Listrik
Karena berkaitan erat dengan keamanan individu dan publik,
maka terdapat berbagai produk yang berhubungan dengan kelistrikan
yang wajib berlabel SNI. Berikut merupakan aneka peralatan listrik
tersebut:*
- Setrika
- Kulkas dan mesin cuci
- Kabel
- Saklar untuk rumah tangga
- Kendali lampu
- Baterai
- Lampu sorot
- Label yang menjadi tanda hemat energi
- Pompa
- Luminer tanam
- Luminer portable
- Luminer untuk public
- Pemutus sirkuit

- Lampu swabalast

4 Peraturan Menteri (Permen) ESDM 2/2018.
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- Pendingin ruangan dan kipas angin
- Berbagai persyaratan keselamatan untuk alat-alat elektronik
(misalnya, perangkat video dan audio)
Produk SNI akan membuat pengguna lebih aman untuk beraktivitas
serta meminimalisir terjadinya kecelakaan.
5. Produk Pertanian
Untuk bidang pertanian, di bawah ini adalah daftar produk
yang wajib bersertifikat SNI:*°
- Syarat mutu zeolite
- Sistem pertanian organic
e Kapur untuk pertanian
e Pupuk SP-36
e Pupuk fosfat alam
e Pupuk urea
- Pupuk organik padat
- Pupuk amonium sulfat
- Pupuk kalium klorida
- Pupuk tripel superfosfat
- Pupuk NPK padat
- Pupuk organik yang berasal dari kitosan cair

6. Berbagai Konstruksi Bangunan

45 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2009
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Berbagai alat dan bahan konstruksi juga perlu diperhatikan
keamanannya. Berikut adalah produk-produk konstruksi bangunan yang
wajib memiliki sertifikat SNI:%

- Semen

- Ubin keramik

- Kaca lembaran

- Kaca cermin

- Penyambung pipa

- Blok kaca

- Konservasi energi

- Rambu serta marka bandara

- Alat komunikasi di bandara

- Sistem perlindungan dari petir

- Terminal penumpang di bandara

- Terminal kargo di bandara

- Panduan untuk mendirikan bangunan

- Spesifikasi untuk konstruksi pembangunan jembatan
- Panduan untuk merencanakan dan membebani bangunan
- Perancangan untuk fasilitas bandara

- Aturan perancangan dinding

- Rambu-rambu di bandara

- Aturan untuk merencanakan dan merancang rumah sakit

46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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- Pemasangan untuk lampu halang serta pemberian tanda di bandar
- Spesifikasi koordinasi modular untuk bangunan
- Petunjuk untuk merencanakan struktur beton bertulang dan dinding
- Sistem transmisi gas dan perpipaan distribusi
- Sistem untuk manajemen asap pada ruangan yang memiliki volume
besar
Selain produk dan jasa di atas, terdapat berbagai produk
baja yang wajib berlabel SNI, yaitu:
- Baja profil U
- Baja profil H
- Baja tulangan
- Baja lembaran
- Baja profil siku sama kaki
- Baja Batangan
- Kawat baja
- Pipabaja
- Tali kawat baja
7. Bahan Kimia

Kategori terakhir adalah bahan kimia, karena penggunaannya
membutuhkan standar keamanan yang tinggi supaya tidak terjadi
kerusakan atau kesalahan ketika dipakai. Daftar bahan kimia yang wajib

menggunakan produk SNI yaitu: 4’

47 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019
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- Seng oksida
- Aluminium sulfat
- Sodium tripolifosfat
- Asam sulfat teknis
- Asam sulfat pekatKalsium karbida
- Bahan galian
Berikut tadi adalah daftar produk yang wajib memiliki label
SNI. Dengan memakai produk SNI, maka konsumen dapat lebih tenang

dan percaya.
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BAB I111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu hukum
dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan
variable-variabel sosial yang lain. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin,
berlakunya hukum dapat dibagi menjadi efektivitas hukum dan dampak

hukum.*® Objek kajian dalam penelitian hukum empiris adalah fakta sosial.
B. Objek Penelitian

Berdasarkan fenomena atau isu hukum dalam penelitian ini,
maka pendekatan yang akan digunakan yakni sosiologis dengan paradigma
kualitatif, yang mana sosiologis merupakan pendekatan dengan tujuan
memperlajari dan meneliti adanya suatu fenomena hubungan timbal balik
antara hukum dan Lembaga sosial yang lain di mana hukum tidak
dikonsepkan sebagai bentuk gejala normative mandiri (otonom), melainkan
sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara nyata dengan variable-
variabel yang lain.*® Sedang kualitatif sendiri merupakan suatu metode
penelitian yang merumuskan perhatiannya, eksplorasi, dan memahami pada

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala.>

% Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
2003), 30.

49 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1999), him 34.

50 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 20-21.
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Untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang gejala sentral dari
pendekatan sosiologis dengan paradigma kualitatif, peneliti akan
mewawancarai Badan Pengawas UPT. Perlindungan Konsumen yang mana
berwenang terhadap adanya fenomena atau isu hukum pengawasan terhadap
pelaku usaha dalam memperdagangkan produk wajib SNI , sehingga dari
informasi tersebut peneliti akan mengumpulkan dna menganalisis dan akan
diekspresikan dalam bentuk laporan tertulis guna menjawab permasalahan

dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur
UPT Perlindungan Konsumen Malang yang bertempat di Jalan Aries

Munandar No. 24 Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data 1ialah subjek tempat peneliti mencari dan
mendapatkan data. dan untuk sumber data dalam penelitian ini ada dua

macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

A. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata

yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan
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oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian

(informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.>

Dalam konteks ini data primer akan didapatkan penulis akan
mewawancarai pihak-pihak terkait yakni Bapak Taryono, ST., MM dan

Bapak Dhiskha Kurniawan serta data-data dari lapangan
B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum penunjang yang
bersifat informasi dalam memperoleh pemahaman, bahan hukum, dan
pedoman sebagai suatu sumber yang mengulas bahan-bahan hukum
promer yang akan dijadikan sumber penelitian.>® Oleh karena itu, data
sekunder bisa didapatkan dari berbagai peraturan Perundang-undangan,

buku, artikel serta jurnal terdahulu.

Dalam konteks penelitian ini, egulasi perundang-undangan yang

menjadi acuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

51 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm
22.

52 Dyah Octarina dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika,
2015), him 89.
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3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023.
E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, terdapat tiga metode umum untuk
mengumpulkan data, yakni analisis dokumen atau bahan pustaka,
pengamatan langsung, dan wawancara. Pada riset skripsi ini, penulis
memilih tahapan pengamatan langsung dan wawancara. Wawancara adalah
pertemuan antara dua pihak yang bertukar informasi dan gagasan melalui
dialog tanya jawab, sehingga memungkinkan untuk mencapai kesepahaman
dalam pembahasan tertentu.>

Pada riset skripsi ini, penulis menggunakan teknik wawancara
semiterstruktur. Teknik ini ialah tahapan penggalian data yang amat efektif
pada penelitian kualitatif. Wawancara semi-terstruktur mempunyai ciri khas

pertanyaan terbuka seperti percakapan biasa, akan tetapi tetap terfokus pada

%3 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 2012),

231.
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tema tertentu dengan alur dan arah pembicaraan yang terbatas. Fleksibilitas
dan kontrol terjaga melalui panduan atau pedoman yang digunakan sebagai
acuan dalam wawancara. Tujuan utama dari wawancara adalah guna

t54

memahami fenomena terkait isu hukum yang sedang diriset.>* Dalam riset

ini, wawancara dilaksanakan dengan Bapak Dhiskha Kurniawan.
F. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah semua data yang telah terkumpul, penting untuk
memperhatikan tahapan yang sesuai dengan metode atau manajemen
pengolahan data dan prosedur analisis yang cocok dengan pendekatan
yang diterapkan pada penelitian. Menurut Miles & Huberman, analisis
data mencakup dari tiga proses yang berlangsung secara berbarengan
yakni: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.*®
Lebih detailnya, ketiga proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah tahap dimana data dipilih, difokuskan
pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang
dikumpulkan dari catatan lapangan. Singkatnya, reduksi data
bermakna meringkas, memilih elemen utama, memprioritaskan
elemen penting, menemukan pola dan tema, dan menghilangkan
informasi yang tidak relevan. Penulis melakukan reduksi data

dengan mewawancarai staff pengawas UPT Perlindungan

% Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 121.
%5 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.
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Konsumen Malang. Metode reduksi data memberikan gambaran
yang jelas. Metode ini juga memudahkan peneliti untuk
mengumpulkan data tambahan dan mengacu pada informasi yang
relevan jika diperlukan.
. Penyajian Data

Berdasarkan pendapat Miles & Huberman, penyajian
adalah pengaturan data dengan cara yang memfasilitasi penarikan
kesimpulan dan pengambilan langkah selanjutnya. Dalam penelitian
kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti narasi,
grafik, hubungan antar kategori, diagram, dan lain-lain. Namun,
bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penelitian ini menyajikan
data hasil wawancara dalam bentuk ringkasan, yang selanjutnya

dianalisis sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan.

. Menarik Kesimpulan

Miles & Huberman memaparkan bahwa tahapan ini hanya
merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang terinstegrasi pada
tahap penarikan kesimpulan. Selama proses penelitian, kesimpulan
harus terus diverifikasi. Untuk memverifikasi, peneliti dapat
membuat gambaran singkat tentang apa yang sedang ditulis,
meninjau ulang terhadap catatan lapangan, atau mengadakan diskusi

yang mendalam dan terperinci. Penelitian kualitatif menghasilkan
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temuan baru. Temuan ini bisa berupa penjelasan atau pemahaman
yang lebih dalam tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas atau
kurang dipahami, termasuk perkara yang digolongkan dalam
rumusan masalah untuk menjawab atau menjelaskannya setelah

penelitian selesai.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPT Perlindungan Konsumen Malang

Sejarah  berdirinya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Konsumen di Jawa Timur tidak terlepas dari berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pembagian
kegiatan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan
perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan
perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa yang
sebelumnya merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten dan Kota yang
kemudian beralih kewenangannya ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini
berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
memandang bahwa aktivitas perlindungan konsumen dan pengawasan
barang beredar dan jasa terasa sangatlah penting untuk dilakukan dan
ditingkatkan. Perlindungan konsumen sangat penting karena merupakan
jaminan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen mengingat era
perdagangan bebas saat ini dengan tingginya konsumsi konsumen serta
pesatnya laju peredaran barang atau jasa di pasaran. Oleh sebab itu, perlu
usaha untuk memberi perlindungan yang maksimal kepada konsumen.

Mengingat sedemikian pentingnya perlindungan konsumen dan

rumitnya masalah terkait perlindungan konsumen maka Pemerintah
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Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
103 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Timur, yang menjadi dasar terbentuknya Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Konsumen di Jawa Timur.

UPT Perlindungan Konsumen merupakan unit pelaksana teknis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang melakukan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu yang
bertugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen memiliki wewenang untuk
menjalankan sebagian tanggung jawab Dinas dalam mengawasi barang
yang beredar, jasa, serta kegiatan perdagangan yang teratur, serta
memberdayakan konsumen dan pelaku usaha, mengatur administrasi, dan
memberikan layanan kepada masyarakat.dan tersebar di 5 (lima) Kabupaten
dan Kota dengan mempunyai wilayah kerja masing-masing, terdiri atas:
1. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya;
2. UPT Perlindungan Konsumen Malang;
3. UPT Perlindungan Konsumen Kediri;

4.  UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro; dan
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5. UPT Perlindungan Konsumen Jember

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Malang adalah
sebuah lembaga yang menjalankan fungsi teknis yang berada di bawah
pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
sebagai induk organisasi yang beralamat di JI. Siwalankerto Utara 11/42
Surabaya. Sedangkan kedudukan dan alamat UPT Perlindungan Konsumen
Malang berada di Jalan Aries Munandar No. 24 Kota Malang.

Pasal 44 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018
tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang mempunyai
susunan organisasi terdiri atas:

a) Sub Bagian Tata Usaha
b) Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga; dan
¢) Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPT. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen UPT
Perlindungan Konsumen Malang mempunyai batas-batas wilayah
operasional atau disebut dengan wilayah kerja. Wilayah kerja yang dimiliki
oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terdiri dari 8 (delapan)
Kabupaten dan Kota meliputi:

a) Kabupaten Malang;
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g)
h)

Kota Malang;

Kota Batu;

Kabupaten Pasuruan;

Kota Pasuruan,;
Kabupaten Blitar

Kota Blitar; dan

Kabupaten Tulungagung

Gambar 1 :Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Jatim

UPT Industri UPT Industri UPT Industri UPT Aneka UPT Industri
Kayu dan Logam dan Kulit dan Industri dan Makanan,
Produk Kayu Perekayasaan Produk Kulit Kerajinan Minuman
Pasuruan Sidoarjo Magetan Surabaya dan Kemasan
Sidoarjo
UPT Pengembangan UPT Pengembangan UPT Pengujian UPT Pengujian

Mutu Produk Mutu Produk Sertifikasi Mutu Sertifikasi Mutu

Industri dan Industri dan Barang dan Lembaga Barang dan Lembaga
Teknologi Kreatif Teknologi Kreatif Tembakau Surabaya Tembakau Jember
Surabaya Malang
UPT UPT UPT UPT UPT
Perlindungan Perlindungan Perlindungan Perlindungan Perlindungan
Konsumen Konsumen Konsumen Konsumen Konsumen
Surabaya Malang Jember Kediri Bojonegoro

Sumber : Laporan Bulanan UPT Perlindungan Konsumen Malang
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Gambar 2: Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

F - o
PETUGAS TENAGA PENGAD. SARANA &
PENGAWAS B/) ADMINISTRASI PRASARANA
TENAGA TENAGA
ADMINISTRASI ADMINISTRASI

Sumber : Laporan Bulanan UPT Perlindungan Konsumen Malang

Pasal 47 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Timur disebutkan bahwa Sub Bagian dan Seksi mempunyai tugas

masing-masing, yaitu:
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A. Sub Bagian Tata Usaha

a)
b)
¢)
d)

g)

h)

menjalankan manajemen dan pelayanan administrasi umum;
menjalankan manajemen administrasi kepegawaian;

menjalankan manajemen administrasi keuangan;

menjalankan manajemen administrasi perlengkapan dan peralatan
kantor;

menjalankan aktivitas hubungan masyarakat;

menjalankan manajemen bidang rumah tangga;

menjalankan manajemen penataan program dan anggaran;

menjalankan manajemen kearsipan UPT;

B. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga

a)

b)

d)

e)

menata rencana aktivitas untuk Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa
dan Tertib Niaga;

melakukan pengawasan terhadap barang beredar, jasa dan tertib niaga;
menindaklanjuti hasil dari kegiatan pengawasan terhadap barang
beredar, jasa dan tertib niaga;

melakukan pemantauan, penilaian dan pemberitahuan; dan

melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

C. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha

a)

b)

menata agenda kegiatan untuk Seksi Pemberdayaan Konsumen dan
Pelaku Usaha;

melakukan kegiatan sosialisasi terhadap konsumen dan pelaku usaha;
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c¢) memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen di Surabaya, Malang, Bojonegoro,
Jember dan Kediri;

d) menunjukkan support teknis untuk pertumbuhan perlindungan,
pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

e) melakukan pemantauan, penilaian dan pemberitahuan; serta

f) melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Pengawasan oleh UPT
Perlindungan Konsumen Kota Malang terhadap pelaku usaha yang

memperdagangkan produk wajib SNI

Berdasarkan Pasal 46 Huruf b,c,dand Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang struktur organisasi, tugas,
dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur, menjelaskan salah satu tugas UPT
Perlindungan Konsumen Kota Malang yaitu melakukan pengawasan
terhadap barang beredar, jasa dan tertib niaga, pelaksanaan tindak lanjut
hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga, pelaksanaan
pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Program kerja ini memiliki tujuan yaitu mencapai kategori
”Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha Bertanggungjawab”. Terdapat

5 (lima) golongan konsumen, yakni sadar, paham, mampu, kritis dan
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berdaya. Pada tahun 2023, konsumen berada dalam kategori mampu
yang menunjukkan bahwa konsumen mempunyai kemampuan untuk
memanfaatkan kewajiban dan haknya ketika memilih barang terbaik
serta mendorong pemakaian barang hasil produksi dalam negeri.
Sedangkan pada pelaku usaha juga terdapat 5 kategori yakni
tahu, paham, sadar, tertib dan bertanggungjawab. Pada tahun 2023,
pelaku usaha berada pada kategori tertib.>®
Dalam menjalankan pengawasan yang dilakukan oleh UPT
Perlindungan Konsumen Malang tentu tak terhindar dari berbagai
tantangan/kendala yang dihadapi oleh seksi pengawas peredaran barang
dan jasa. Tantangan/kendala yakni, kurang efektifnya pengawasan
pelaku usaha yang memperdagangkan produk wajib SNI yang belum
memenuhi standar yang di tetapkan oleh UU No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang
yang diklasifikasikan dalam 2 faktor yakni kendala akibat faktor
internal, serta sarana.
1) Faktor Internal
Kendala internal yang dialami oleh UPT Perlindungan
Konsumen Malang yakni terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia
(SDM). Hal ini dapat terlihat dari jumlah staff anggota seksi

pengawas UPT Perlindungan Konsumen Malang yang hanya

% Ditjen PTKN, ”Laporan Triwulan II Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia”, Kementrian Perdagangan, Juli 2023, diakses pada
21 Agustus 2024, https://ditjenpktn.kemendag.go.id/secara-berkala/laporan-kinerja
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berjumlah 3 orang dengan rincian 1 orang ketua seksi pengawasan
barang beredar dan 2 orang lainnya sebagai petugas pengawas
barang dan jasa. Jumlah keseluruhan anggota UPT Perlindungan
Konsumen Malang yakni 13 orang staff . Yang mana dengan jumlah
yang terbatas ini harus menangani cakupan wilayah kerja yang
cukup luas yakni meliputi 8 kota/kabupaten. Kurangnya SDM UPT
Perlindungan Konsumen Malang membuat seluruh staff UPT
Perlindungan Konsumen Kota Malang terlibat dalam jalannya
pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dhiska selaku Staff
PTT-PK yang diperbantukan di seksi PPBJ, beliau mengatakan
bahwa :*’
”Dalam melakukan pengawasan staff UPT Perlindungan Konsumen
Malang akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari
4-5 orang staff, yang mana diketuai oleh Kepala UPT, Kepala Seksi
Pengawasan sendiri serta dibantu juga dengan Staff PPNS-PK.
Akibat minimnya SDM di UPT Perlindungan Konsumen Malang
maka apabila dalam 1 hari perlu menjalankan 2 program kerja
sekaligus seperti contohnya pengawasan dan pembinaan IKM maka
jumlah staff yang dinas keluar perlu dikurangi dan diatur ulang,
sebab tetap harus ada staff yang tinggal di kantor”.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan
SDM sangat berpengaruh terhadap jalannya program kerja di UPT
Perlindungan Konsumen Kota Malang. Oleh karena itu, untuk
mengatasi kendala internal yakni kekurangan Sumber Daya
Manusia (SDM) di UPT Perlindungan Konsumen Malang, UPT

Perlindungan Konsumen Malang melaksanakan upaya untuk

5" Hasil Wawancara dengan Pak Dhiska ( Staff PTT-PK seksi PPBJ
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menyurati dinas perindustrian dan perdagangan guna mengusulkan

perkara kekurangan SDM dibagian yang dibutuhkan.

Bapak Dhiska selaku Staff PTT-PK yang diperbantukan di
seksi PPBJ, mengatakan bahwa:°®
”UPT Perlindungan Konsumen bukan lembaga yang bisa merekrut
sendiri karyawannya sendiri, sehingga untuk menanggulangi
kendala internal berupa kekurangan SDM ini, satu-satunya hal yang
dapat dilakukan yakni pengusulan penambahan staff ke dinas,
sehingga dibutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mendapat
penambahan staft.”

2) Faktor Sarana ( Pengawasan Online )

Dalam hal pengawasan online banyak faktor penghambat
dalam jalannya pengawasan produk wajib SNI yang diperdagangkan
yakni :

a. Belum tercantum alamat jelas dimana toko online berada, Hal
ini membuat pengawasan dilakukan dengan hanya mencari
wilayah kota/kabupaten dimana toko beroperasi pada setiap
platform e-commerce.

b. Kurangnya respon pelaku usaha terhadap hasil pengawasan,
Seperti halnya pengawasan biasa, pengawasan pelaku usaha
yang memperdagangkan produk wajib SNI an tetapi belum

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga

%8 Hasil Wawancara dengan Pak Dhiska ( Staff PTT-PK seksi PPBJ)
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dilakukan dengan metode kasat mata, jadi apabila label SNI
tidak terlihat pada foto produk yang ditampilkan pada toko
ketika dilakukan pengawasan secara kasat mata, maka akan ada
pemberitahuan untuk pengecekan lebih lanjut, nah pada tahap ini
biasanya tidak ada feedback atau respon dari pelaku usaha ketika
seksi pengawas menyurati pelaku usaha tersebut.

Penjelasan terkait Upaya UPT Perlindungan Konsumen
Malang dipaparkan oleh Pak Dhiskha selaku selaku Staff PTT-
PK yang diperbantukan di seksi PPBJ, menuturkan bahwa:*°
”Dalam perkara ketidakadaan respon dari pelaku usaha terhadap
hasil pengawasan online, staff pengawas UPT Perlindungan
Konsumen Malang mengupayakan untuk terus menyurati pelaku
usaha tersebut karena tidak ada tindakan lain yang dapat
dilakukan selain hal tersebut. Sebab apabila dilakukan sesuai
prosedur seperti teguran, peringatan sampai pada peringatan
tertulis tentang penutupan toko pada platform e-commerce
tersebut, faktanya hal ini tidak terlalu berdampak pada pelaku
usaha, sebab pelaku usaha dengan mudahnya dapat membuat
kembali toko serupa dengan hanya mengganti namanya saja.
Oleh sebab itu perlu digencarkan kembali pembinaan terhadap
pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang berniaga dalam
platform online (e-commerce).”

Dari hasil penelitian ini telah ditemukan fakta
dilapangan mengenai kebenaran teori efektivitas hukum
menurut Soerjono Sukanto mengenai masalah faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap

konsumen adalah sebagai berikut:

1. Faktor subtansi hukum (undang-undang)

%9 Hasil Wawancara dengan Pak Dhiska ( Staff PTT-PK seksi PPBJ
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kurang mempengaruhi terhadap efektivitas perlindungan
hukum terhadap konsumen, di sebabkan masi banyaknya
pelaku usaha yang belum mendapatkan pengetahuan dan
penjelasan  atau belum mengetahuianya mengenai
pasal-pasal yang berhubungan dengan  efektivitas
perlindungan hukum terhadap konsumen yang ada di
dalam wundang-undang No 8 tahun 1999 Tentang
perlindungan konsumen.

. Faktor Struktur Hukum kurang mempengaruhi dalam hal
ini aparat penegak hukum hanya bersifat menerima
setiap  laporan  terhadap  pelangaran perlindungan
konsumen sebagaimana dalam undang-undang No 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen.

. Faktor Masyarakat sangat berpengaruh dikarenakan
beberapa hal yang menyebabkan konsumen kesulitan dalam
hal mendapatkan perlindungan hukum adalah kurangnya
informasi produk yng didapatkan konsumen. Faktor
kealpaan dan kesadaran konsumen untuk meneliti sebelum
membeli produk menjadi faktor yang sangat berpengaruh
dalam hal pemberian perlindungan hukum.

. Faktor sarana dan fasilitas pendukung Hukum adalah
sarana atau fasilitas dalam melakukan perlindungan

terhadap konsumen belum memadai, ini disebabkan
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karena belum lengkapnya alat pendeteksi untuk
mengetahui pelaku usaha (online shop) yang melakukan
kegiatan usaha curang, sehingga melanggar Undang-
undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

2. Upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang

memperdagangkan produk wajib SNI

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT dalam
pembahasan ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur didirikan berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang struktur
organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yang kemudian
pada Januari 2017 dibuatlah UPT. Perlindungan Konsumen Malang.
Beberapa program kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang yakni
pemantauan barang dan kebutuhan pokok, pengawasan barang beredar,
jasa dan tertib niaga, pelayanan masyarakat, kurasi IKM/UKM,
pemberdayaan konsumen, serta pembinaan pelaku usaha.

Bapak Taryono selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa menjelaskan bahwa:%°

8 Hasil Wawancara dengan Pak Taryono Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
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”Dalam mewujudkan slogan Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha
Bertanggung Jawab UPT Perlindungan Konsumen Malang berupaya
melalui interaksi dengan masyarakat, hal ini dilakukan dengan sarana
pembinaan IKM/UKM, pelatihan konsumen cerdas, pengawasan barang
beredar, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan lebih
gencar dan optimal dari tahun ke tahun.”
Diantara seluruh program kerja UPT Perlindungan Konsunen

Malang pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga menjadi fokus
bahasan pada penelitian ini, yang mana dalam ruang lingkupnya
terfokus pada pelaku usaha yang memperdagangkan produk wajib SNI
tetapi belum memenuhi peraturan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen yang berlaku. Pengawasan terhadap barang
beredar di masyarakat dilaksanakan dengan tujuan menghadirkan
perlindungan hukum kepada konsumen sebagai pengguna produk
tersebut. Perlindungannya berupa perlindungan atas standar barang SNI
yang dijual atau diperedarkan oleh pelaku usaha, memastikan keamanan
barang beredar sebelum sampai ke tangan konsumen, serta mengedukasi
pelaku usaha akan hal-hal yang dilarang, sebab akan merugikan
konsumen dan pelaku usaha tersebut.
a. Mengoptimalkan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi merupakan hal penting untuk mengedukasi pelaku usaha

agar lebih bertanggung jawab dan konsumen lebih waspada.

Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat serta pihak terkait lainnya agar

dapat mengetahui, memahami serta melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan didalam peraturan yang berlaku.
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Dengan demikian, sosialisasi seharusnya dapat dilakukan secara
rutin demi terwujudnya tujuan dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen yang dalam hal ini adalah mengenai
pengawasan tentang barang beredar wajib SNI di Kota Malang yang
dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Malang. Hal ini
dirasa efektif sebagai langkah awal untuk melakukan pengawasan.
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan
Konsumen Malang adalah dengan melakukan bimbingan-
bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan konsumen serta instansi-
instansi terkait yang dirasa cukup membantu didalam pengawasan
seperti perangkat desa.

Selain membagikan brosur dan mendirikan spanduk sosialisasi juga
dapat dilakukan dengan cara lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya
dalam menggencarkan sosialisasi. Upaya UPT. Perlindungan
Konsumen  Malang dalam  mensosialisasikan ~ mengenai
Perlindungan Konsumen dilakukan untuk memberikan edukasi
kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen tentang
kewajiban serta hal-hal yang tidak diperbolehkan sebagai
perlindungan hukum kepada konsumen. Namun demikian, banyak
hambatan-hambatan yang terjadi pada saat sosialisasi dilakukan.
Kebanyakan pelaku usaha melakukan berbagai cara agar terhindar
dari pengawasan yang sedang dilakukan. Pelaku usaha juga sering

menolak adanya sosialisasi yang dilakukan. Padahal sosialisasi ini
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dilakukan  sebagai upaya dalam mencegah terjadinya
penyelewengan-penyelewengan yang mungkin saja dilakukan oleh
pelaku usaha, baik disengaja untuk mendapatkan keuntungan lebih
maupun tidak disengaja karena kurangnya pengetahuan pelaku
usaha. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai upaya dalam
memberikan pemahaman terhadap perlindungan konsumen dan
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat didalam meningkatkan
perlindungan konsumen. Sosialisasi yang dilakukan dengan
berkesinambungan dapat memberikan dampak yang positif terhadap
perlindungan konsumen di Kota Malang khususnya pada pelaku
usaha yang memperdagangkan produk wajib SNI akan tetapi, belum
memenuhi peraturan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen.
Sumber Daya Manusia yang Memadai

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada
didalam suatu organisasi atau lembaga yang senantiasa memberikan
sumbangsih berupa pemikiran maupun tenaga serta melakukan
berbagai jenis pekerjaan demi mencapai tujuan organisasi. Sumber
daya manusia merupakan suatu faktor penting didalam suatu
lembaga. Karena sumber daya manusia merupakan aspek penting
dalam menjalankan program kerja, agar dapat terlaksana secara

optimal.
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Menurut Sumarsono®sumber daya manusia memiliki dua
arti yaitu pertama, sumber daya manusia adalah suatu usaha kerja
atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan
proses produksi. Dengan kata lain sumber daya manusia adalah
kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu
tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Kedua, sumber daya
manusia adalah dimana manusia mampu bekerja menghasilkan
sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut dan melakukan
beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yayuk selaku
Kepala Seksi bagian Tata Usaha,% beliau memaparkan sumber daya
manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen Malang masih kurang
dalam melaksanaan pengawasan. Padahal sumber daya manusia
merupakan hal yang sangat penting didalam melakukan pengawasan
agar dapat berjalan dengan efektif. Namun demikian, UPT.
Perlindungan Konsumen tetap mengoptimalkan pengawasan yang
dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi terkait yang dapat
membantu jalanya pengawasan.

Dengan adanya keikutsertaan oleh instansi-instansi terkait

yang bekerjasama dalam melakukan pengawasan sehingga dapat

61 Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan
Ketenagakerjaan. Yogyakarta : Graha [lmu
62 Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk selaku Kepala Seksi Bagian Tata Usaha
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berjalan dengan optimal. Kerja sama instansi terkait dengan UPT
Perlindungan Konsumen Kota Malang diantaranya, Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Sebagai
salah satu faktor penting dalam upaya pengawasan, pengawasan
yang dilakukan yang bekerja sama dengan instansi terkait dalam
pengawasan ditempat-tempat produksi dan melibatkan masyarakat
banyak dan instansi lainnya. Meskipun sumber daya manusia di
UPT. Perlindungan Konsumen menjadi hambatan tersendiri, namun
pelaksanaan kegiatan pengawasan harus tetap dilaksanakan dengan
baik untuk menjapai tujuan perlindungan konsumen yang telah
ditetapkan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8
Tahun 1999.

Pemerintah bertanggung jawab dalam hal memberikan
perlindungan kepada konsumen salah satunya melalui Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaga yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu
lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas jalanya peraturan
daerah yang telah dibuat dan selanjutnya diterapkan oleh masyarakat
yang dalam hal ini adalah mengenai pengawasan terhadap pelaku
usaha yang memperdagangkan produk wajib SNI tetapi belum
memenuhi peraturan perundang-undangan di Kota Malang melalui

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan
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Konsumen Kota Malang. UPT. Perlindungan Konsumen merupakan
lembaga yang bertanggung jawab atas terjalankannya peraturan
perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaanya, UPT. Perlindungan
Konsumen Kota Malang mengikuti ketentuan dari dinas
Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Kemudian dalam
pelaksanaanya, UPT. Perlindungan Kondumen Kota Malang dibantu
oleh beberapa lembaga lain yang juga berwenang dalam
pelaksanaan pengawasan. Keterlibatan lembaga lain dalam
pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mengoptimalkan
jalannya pengawasan yang dilakukan. UPT  Perlindungan
Konsumen sebagai lembaga yang ditunjuk untuk merealisasikan
peraturan melalui pemberian pemahaman kepada pelaku usaha serta
konsumen terutama terhadap produk makanan kemasan yang
beredar di Kota Malang. Pengawasan juga dilakukan dengan cara
survey terhadap makanan kemasan yang beredar dipasaran untuk
menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan curang.
Setiap peraturan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang
harus dijalankan dan diawasi pelaksanaannya. Hal ini agar peraturan
yang telah dibuat dapat berdampak baik bagi masyarakat.
Berdasarkan jawaban dari para informan, penulis
menyimpulkan bahwa setiap peraturan yang telah dibuat terdapat
lembaga yang mengawasi jalannya peraturan. Dalam hal

Perlindungan Konsumen yang telah tertuang di dalam Undang-
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Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, UPT
Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang ditunjuk untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap peraturan
perlindungan konsumen. Kemudian didalam pelaksanaan, UPT.
Perlindungan Konsumen Kota Malang sebagai perpanjangan tangan
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dibantu oleh
lembaga-lembaga lain yang berwenang melakukan pengawasan

terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk wajib SNI.

Pengawasan barang yang beredar dan/atau layanan dilakukan
secara langsung oleh staf Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) dan juga oleh
Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Konsumen (PPNS-PK) pada masing-masing lingkup cakupan kerja. UPT
Perlindungan Konsumen Malang bertugas untuk mengawasi dalam lingkup
kabupaten dan kota Malang, Kota Batu, Kabupaten dan Kota Pasuruan,
Kabupaten dan Kota Blitar, serta Kabupaten Tulungagung, yang dalam
praktiknya turut dibantu oleh seluruh staff UPT Perlindungan Konsumen
Malang. Pengawasan terhadap barang beredar dan/atau jasa memiliki
beberapa bentuk, yang mana telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri
Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang barang beredar dan/atau jasa

yakni:

1. Pengawasan Berkala
Pada UPT Perlindungan Konsumen Malang pengawasan berkala ini

berbentuk pengawasan rutin yang dilakukan tiap pertengahan hingga
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akhir bulan, yang mana tim pengawas mendatangi pelaku usaha secara
langsung yang tercakup dalam wilayah kerja UPT Perlindungan
Konsumen Malang.

. Pengawasan Khusus

Pelaksanaannya dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keadaan
tertentu. Pada UPT Perlindungan Konsumen Malang, pengawasan jenis
ini biasanya dilakukan ketika menjelang puasa, lebaran dan hari-hari
khusus lainnya. Hal ini dilakukan karena pada waktu tersebut aktifitas
pasar sedang melonjak, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kecurangan
bila tidak ada pengawasan.

. Pengawasan Terpadu

Dilakukan sesuai dengan program serta kebutuhan untuk menangani
masalah barang beredar dan/atau jasa yang membutuhkan penindakan
efektif, kolaboratif, terkoordinasi dan melibatkan lembaga teknis terkait.
Dalam praktik UPT Perlindungan Konsumen Malang, pengawasan jenis
ini masuk kedalam pengawasan tindak lanjut yakni pengawasan lanjutan
apabila didapati suatu temuan ketika melakukan pengawasan berkala

dan khusus.

Pengawasan peredaran barang memberikan manfaat yang selaras

dengan prinsip-prinsip Islam dalam perlindungan konsumen, dengan hal-

hal berikut ini: Pengawasan peredaran barang memberikan manfaat yang

selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam perlindungan konsumen, dengan

hal-hal berikut ini:
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1) Menghalangi terjadinya penipuan dan kerugian bagi konsumen, yang
selaras dengan kaidah hukum Islam, seperti pada maqashid al-syari'ah
dan mashlahah, yang menitikberatkan pada perlunya melindungi
konsumen guna mendapat kemaslahatan bersama.

2) Memastikan mutu kualitas dan keamanan produk, pengawasan
peredaran barang mendorong untuk memastikan kesiapan barang
kebutuhan pokok yang sesuai dengan standar kualitas dan aman.®®

3) Menyokong transparansi dan keadilan, sejalan dengan kaidah hukum

Islam yang berpatokan pada adanya keadilan dan transparansi dalam

transaksi, termasuk dalam perlindungan konsumen.

83 Fikri Luki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar Dan Perlindungan Konsumen
Dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)”, (Skripsi UIN Raden
Intan, Lampung, 2023), http://repository.radenintan.ac.id/28993/
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengawasan
perlindungan konsumen adalah subtansi hukum, struktur hukum,
Masyarakat, dan sarana berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan  UU No.8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan
konsumen. Efektivitas kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan/atau
Jasa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu
dilihat dari aspek tercapainya tujuan, aspek optimalisasi kegiatan
pemeriksaan, dan aspek tindakan perbaikan, kegiatan tersebut dinilai
belum efektif. Hal ini dikarenakan dari ketiga aspek tersebut yang

terpenuhi hanya aspek tindakan perbaikan.

2. Upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang agar
pengawasan produk wajib SNI bisa efektif, dengan mengoptimalkan
sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat baik pelaku usaha maupun
konsumen dan sumber daya manusia yang memadai

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran yang penulis berikan antara

lain:

1.

Pemerintah harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang

berkompeten untuk memenuhi pengawasan yang efektif dan dengan
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latar belakang pendidikan yang sesuai. Diharapkan dengan tersedianya
sumber daya manusia yang baik, pengawasan dapat terlaksana secara
optimal. Pemerintah sebaiknya menambah jumlah tenaga pemeriksa di
lingkungan internal Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur, terutama
Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan
jumlah petugas yang masih terbatas sedangkan wilayah kerja dan barang
yang diawasi cukup banyak. Apabila jumlah sumber daya manusia
bertambah, diharapkan kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan secara
lebih intensif sehingga pengawasan barang beredar dapat lebih
termonitor.

Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa akan lebih baik
jika pemahaman tentang pengawasan tersebut dapat dipahami dengan
baik oleh kelompok sasaran yakni pelaku usaha dan masyarakat sebagai
konsumen. Sosialisasi pengawasan barang beredar dan/atau jasa
maupun sosialisasi mengenai perlindungan konsumen harus dilakukan
dan ditingkatkan lagi kepada kelompok sasaran bisa berupa seminar

ataupun lokakarya.
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Nama - Achmad Yusuf Setiawan
NIM 200202110043
Program Studi :  Hukum Ekonomi Syariah

Efektivitas Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha
dalam Memperdagangkan Produk Wajib SNI (Studi di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur

UPT Perlindungan Konsumen Malang), pada instansi yang Bapak/Tbu Pimpin.

Demkian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan teima kasth.
Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

ezl }uL]mlud:

Tembusan :

1.Dekan

2 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3 Kabag. Tata Usaha

D @ Kerbeke
NANeT =a
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Lampiran 3 — Draft Pertanyaan Wawancara

LIST PERTANYAAN WAWANCARA SEKSI PENGAWAS UPT PERLINDUNGAN
KONSUMEN MALANG

1. Apa yang dilakukan Dispenndag Provinsi Jawa Timwr kKhususnya UPT Perlindungan
Konsumen Malang untuk mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggme
jawab 7

2. Bagaimana cara menentukan pelaku usaha mana yang dilakukan pengawasan 7

3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk
wajib SNI ?

4. Langkah apa yang dilakukan UPT Perlmdungan Konsumen Malang apabila ditemmbkan
suatn tenman 7

5. Langkah apa yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang apabila ada pelaku
usaha yang enggan untuk diawasi ?

6. Adakah kendala yang dialami saat pengawasan baik secara langsung (offline) maupun
pengawasan online

7. Langkah apa yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang untuk menghadapi
kendala yang ada 7

LIST PERTANYAAN WAWANCARA PELAKU USAHA

1. Apakah bapak/ibu mengetalbom bahwasanya terdapat pengawasan barang beredar ?

2. Apakah bapak/ibu memahamm bahwasanya pengawasan barang beredar dilakukan puna
membernkan edukasi kepada pelaku usaha serta mewujudkan perlindungan konsumen 7

3. Apakah bapak/ibu memahamn bahwasanya memperdagangkan produk wajib SNI hams
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Lampiran 4 — Dokumentasi Wawancara

Gambar 1 : Pengawasan kepada Pelaku usaha yang memperdagangkan
produk wajib SNI

Gambar 3 : Wawancara Bersama Pak Taryono selaku narasumber di Kantor
UPT Perlindungan Konsumen Malang
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Gambar 4 : Wawancara bersama salah satu Narasumber di Kantor UPT
Perlindungan Konsumen Malang

Gambar 5 : Pengawasan barang wajib SNI kepada pelaku usaha di kota
Malang
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Agama : Islam

Alamat : J1. Bandara Palmerah 11/ B-7

E-mail : achmadyusuf568@gmail.com

Sosial Media (Instagram) : (@ach.yusuf

Nomor HP : 08982707152
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1. | SD/MI SDN Lesanpuro 4 Malang 2007-2013
2. | SMP/MTS SMPN 22 Malang 2013-2016
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